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1. KETUA: ANWAR USMAN 
 
 Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. 

  
 
 

Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita 
semua. Sidang pada siang hari ini adalah pengucapan Putusan yang 
sedianya akan dilaksanakan pada pukul 13.30 WIB. Akan tetapi, pada hari 
ini ada … apa … kegiatan di istana negara, yaitu pengucapan sumpah 
Hakim Konstitusi di hadapan presiden, sehingga semua jadwal 
persidangan yang telah disusun sebelumnya menjadi ditunda untuk 
kesemua perkara, termasuk pengucapan Putusan pada siang hari ini. 
Untuk itu, Majelis menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan 
pengucapan beberapa Putusan pada siang hari ini. 

Baik. Untuk Putusan pertama, saya mulai. 
 

PUTUSAN 
NOMOR 95/PUU-XX/2022 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 

 
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, yang diajukan oleh: 
1. H. Muhammad Ja’far Sukhairi Nasution  
Sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon I; 
2. Atika Azmi Utammi  
Sebagai ------------------------------------------------------ Pemohon II; 
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing  bertanggal 31 

Agustus  2022 dan bertanggal 20 Oktober 2022 memberi kuasa 
kepada Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum. 

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para 
Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon; 
 Mendengar keterangan para Pemohon; 
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 
 

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.44 WIB 

KETUK PALU 3X 
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2. DUDUK PERKARA 
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.  

 
2. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
3. PERTIMBANGAN HUKUM 

Kewenangan Mahkamah 
Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.  
[3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 
Kedudukan Hukum Pemohon 
Kedudukan Hukum Para Pemohon, dianggap dibacakan. 
[3.5] Mahkamah berkesimpulan para  Pemohon mempunyai kedudukan 

hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;  
[3.6]  Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 

permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum 
untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan pokok permohonan. 

Pokok Permohonan 
[3.7]  Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma 

Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016, para Pemohon 
mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah 
dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai 
berikut: angka 1, 2, 3, dianggap dibacakan. 
4. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, para 

Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya 
agar menyatakan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 
bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, 
para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang 
diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2; 

[3.9]  Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, 
maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun 
kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; 

[3.10]Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama 
permohonan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang 
diajukan, isu konstitusional yang dipersoalkan oleh para Pemohon 
dalam permohonan a quo adalah apakah ketentuan Pasal 201 ayat 
(7) dan ayat (8) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 
dikarenakan adanya pemotongan/percepatan masa jabatan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah sebelum masa jabatan selama lima 
tahun berakhir. 

[3.11]Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara 
saksama dalil para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada 
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Paragraf [3.7] di atas, Mahkamah ternyata telah pernah memutus 
perkara pengujian konstitusionalitas substansi norma Pasal 201 ayat 
(7) dan ayat (8) UU 10/2016 yang pada pokoknya mengatur 
mengenai masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah 
serta pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 
serentak pada bulan November 2024, yaitu antara lain dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang 
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 26 
Februari 2020, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-
XIX/2021, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 
pada 20 April 2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
18/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 
umum pada 20 April 2022. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah 
mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan a 
quo, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah 
permohonan para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) 
UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara 
Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021);  

[3.12]Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 
menyatakan: Pasal 60 Undang-Undang MK, dianggap dibacakan. 
Demikian juga Pasal 78 PMK 2/2021, juga dianggap dibacakan.  
Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah 
dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh 
Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila 
terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang 
berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati 
dengan saksama permohonan para Pemohon, ternyata dasar 
pengujian yang digunakan dalam permohonan a quo, yaitu Pasal 
22E ayat (1) UUD 1945 yang belum pernah digunakan sebagai 
dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh 
Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain itu, 
terdapat perbedaan alasan permohonan para Pemohon dengan 
permohonan-permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah 
sebelumnya, antara lain, yang membedakan karena dalam perkara 
a quo pada pokoknya para Pemohon menguraikan mengenai rezim 
Pemilu dengan waktu lima tahun sekali dan Pemilihan Kepala 
Daerah tahun 2024 berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi 
peserta Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Dengan demikian, 
menurut Mahkamah, terdapat perbedaan dasar pengujian dan 
alasan yang digunakan dalam permohonan a quo dengan 
permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah 
sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 
ayat (2) PMK 2/2021, sehingga permohonan a quo dapat diajukan 
kembali; 
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[3.13]Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan a quo dapat 
diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan 
persoalan konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian dalam 
permohonan a quo, yaitu apakah pengaturan masa jabatan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pelaksanaan pemilihan 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan 
serentak secara nasional pada bulan November tahun 2024 
berdasarkan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 berpotensi 
menimbulkan ketidakadilan bagi para Pemohon sehingga pasal 
tersebut harus dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan 
dengan UUD 1945. 

[3.14]Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon terkait 
dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta 
pelakasanaan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah 
serentak pada bulan November tahun 2024 sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016, 
Mahkamah telah mempertimbangkan hal tersebut dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, yang pada 
pokoknya sebagai berikut: pertimbangan atau kutipan putusan 
dianggap dibacakan sampai dengan halaman … sampai dengan 
halaman 41.  

[3.15]Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022 
sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah oleh karena 
esensi permohonan a quo sama dengan permohonan-permohonan 
yang telah diputus tersebut, maka pertimbangan kedua putusan 
Mahkamah tersebut menjadi mutatis mutandis berlaku dalam  
pertimbangan hukum putusan perkara a quo. 

[3.16]Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum  di 
atas, menurut mahkamah, telah ternyata Pasal 201 ayat (7) dan 
ayat (8) UU 10/2016 sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, 
Pilkada yang demokratis, persamaan kedudukan, dan kepastian 
hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Dengan 
demikian, permohonan  para Pemohon adalah tidak beralasan 
menurut hukum untuk seluruhnya.  

[3.17]Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak 
dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada 
relevansinya. 

 
 
 
 
 
 



5 

3. KETUA: ANWAR USMAN 
 

4. KONKLUSI 
 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah 
berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; 
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan  

permohonan  a quo; 
[4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

67/PUU-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
18/PUU-XX/2022 mutatis mutandis berlaku untuk pertimbangan 
hukum permohonan a quo; 

[4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, dan seterusnya.  
 

5. AMAR PUTUSAN 
Mengadili: 

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 
 
 

 
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 

sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Daniel 
Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, dan Saldi 
Isra masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan, 
bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan 
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari 
Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan November, tahun dua ribu dua 
puluh dua, selesai diucapkan pukul 14.56 WIB, oleh sembilan Hakim 
Konstitusi, KECUALI Aswanto diganti oleh M. Guntur Hamzah dengan 
dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau 
yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. 
Berikutnya, 
 

PUTUSAN 
Nomor 101/PUU-XX/2022 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 

 
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

KETUK PALU 1X 
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terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, yang diajukan oleh: 

 Nama: Ghea Giasty Italiane, S.H. 
sebagai--------------------------------------------------------- Pemohon I; 
Nama: Desy Febriani Damanik, S.H. 
sebagai---------------------------------------------------------Pemohon II; 
Nama: Anyelir Puspa Kemala, S.H., S.Sos, M.M. 
sebagai--------------------------------------------------------Pemohon III; 
Selanjutnya disebut sebagai-------------------------- para Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon; 
Mendengar keterangan para Pemohon; 
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 

 
2. DUDUK PERKARA 

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. 
 

4. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT 
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
Kewenangan Mahkamah 
Dianggap dibacakan. 
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 
Kedudukan Hukum Pemohon 
[3.3], [3.4], dan [3.5] dianggap telah dibacakan.  
[3.6]  Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para 

Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum dan kerugian hak 
konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di 
atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:  
[3.6.1]  Bahwa norma yang diajukan para Pemohon berkenaan 

dengan ketentuan persyaratan menjadi calon Presiden dan 
calon Wakil Presiden yang sebelumnya belum pernah 
menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 
(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Dalam 
mengajukan permohonan pengujian ketentuan tersebut, 
para Pemohon berkedudukan sebagai perseorangan warga 
negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda 
Penduduk [vide bukti P-7, P-10, dan P-11].  Para Pemohon 
menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk memilih 
dan hak untuk memperoleh kepastian hukum 
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 
yang dibatasi dan dianggap dirugikan dengan berlakunya 
Pasal a quo, sehingga para Pemohon membutuhkan 
kepastian apakah Presiden yang telah menjabat 2 (dua) 
periode dapat mencalonkan lagi sebagai calon Wakil 
Presiden. 
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[3.6.2]  Bahwa terkait dengan kualifikasi para Pemohon sebagai 
perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak 
untuk memilih, menurut Mahkamah norma Pasal 169 
huruf n UU 7/2017 sama sekali tidak membatasi atau 
menghilangkan hak konstitusional para Pemohon untuk 
menggunakan hak pilihnya karena masih terdapat 
pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang 
dapat dipilih oleh para Pemohon, sehingga para Pemohon 
tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Artinya, selama 
dan sepanjang masih terdapat pasangan calon Presiden 
dan calon Wakil Presiden, para Pemohon sama sekali tidak 
dibatasi atau kehilangan hak pilihnya untuk memilih 
pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam 
pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.  

[3.6.3]  Bahwa berkenaan dengan penjelasan syarat kerugian 
konstitusional para Pemohon apabila permohonan 
dikabulkan akan menjadikan warga negara memilih 
pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden tanpa 
adanya keraguan dan ketidakpastian hukum adalah 
kekhawatiran yang tidak relevan dikaitkan dengan 
kedudukan hukum para Pemohon yang berkedudukan 
sebagai perseorangan warga negara yang tetap dapat 
menggunakan hak pilihnya sepanjang memenuhi 
persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-
undangan. Terlebih lagi keberadaan norma Pasal 169 
huruf n UU 7/2017 sama sekali tidak menghilangkan hak 
konstitusional para Pemohon untuk menggunakan hak 
pilihnya. Karena, norma a quo diperuntukan bagi 
seseorang yang pernah atau sedang menjabat menjadi 
Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa 
jabatan yang sama dan memiliki kesempatan untuk 
dicalonkan kembali menjadi calon Presiden atau calon 
Wakil Presiden. Dengan demikian, dalam batas penalaran 
yang wajar, menurut Mahkamah, keraguan dan 
ketidakpastian hukum yang dijelaskan para Pemohon 
tersebut hanya mungkin dapat dinilai telah menimbulkan 
anggapan kerugian konstitusional bagi perseorangan 
warga negara yang pernah menjabat sebagai Presiden 
atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dan 
memiliki kesempatan untuk dicalonkan kembali menjadi 
calon Presiden atau calon Wakil Presiden.  

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, 
menurut Mahkamah, berlakunya Pasal 169 huruf n UU 
7/2017 sama sekali tidak merugikan hak konstitusional 
para Pemohon. Dengan demikian, para Pemohon tidak 
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mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai 
Pemohon dalam permohonan a quo. 

[3.7]  Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak 
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, 
Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 

 
5. KETUA: ANWAR USMAN 

 
4. KONKLUSI 

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan 
di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 

permohoan a quo; 
[4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan; 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan seterusnya; 
 

5. AMAR PUTUSAN 
Mengadili: 

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 
 
  
 

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto,  Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel 
Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin 
Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal 
sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua yang 
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum 
pada hari Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan November, tahun dua 
ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 15.04 WIB, oleh sembilan 
Hakim Konstitusi tersebut di atas kecuali Aswanto diganti M. Guntur 
Hamzah, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, 
dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan 
Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. 

Selanjutnya, 
 

PUTUSAN 
Nomor 97/PUU-XX/2022 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 

 

KETUK PALU 1X 
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[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 
terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, yang diajukan oleh:  
1. Dedi Juliasman disebut Pemohon I. 
2. Wahyu Setiadi disebut Pemohon II. 
3. Dicky Christopher selanjutnya disebut Pemohon III. 
4. Basilius Naijiu selanjutnya disebut Pemohon IV. 

 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Agustus 2022, 
diwakili oleh Dr. Rinto Wardana, S.H., M.H., CRA. dan kawan-
kawan selanjutnya Para Pemohon … disebut … Pemohon I sampai 
Pemohon IV. Selanjutnya disebut sebagai ---------- Para 
Pemohon; 

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon; 
Mendengar keterangan para Pemohon; 
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 

   
2. DUDUK PERKARA 

Dan seterusnya dianggap dibacakan. 
 

6. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
Kewenangan Mahkamah 

Dianggap dibacakan kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang 
mengadili permohonan a quo. 
Kedudukan Hukum Pemohon 
[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.  
[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para 

Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, 
sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, Mahkamah 
mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai 
berikut: 

  Bahwa para Pemohon dalam menjelaskan kualifikasinya sebagai 
perorangan Warga Negara Republik Indonesia yang sama-sama 
penduduk dan berdomisili di Kabupaten Kepulauan Mentawai 
menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin oleh 
Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (2) 
dan ayat (3) UUD 1945 dianggap dirugikan karena berlakunya  
norma Pasal 5 huruf c UU 17/2022 yang menyatakan, “Provinsi 
Sumatera Barat memiliki karakteristik, yaitu: …adat dan budaya 
Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara', 
syara' basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari 
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yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa 
adat/ nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal 
yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat 
masyarakat Sumatera Barat”. Para Pemohon menjelaskan selama 
ini aktif melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk pengenalan 
budaya tato Mentawai, pembuatan film dokumenter tentang adat-
istiadat budaya Mentawai, serta aktif menyelenggarakan seminar 
atau diskusi publik terkait dengan pemberdayaan, penguatan adat-
istiadat Mentawai, pengelolaan budaya dan pelestarian budaya 
yang menjadi ciri khas daerah Mentawai.  Oleh karena itu, para 
Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan 
permohonannya (petitum) secara bersyarat dengan mengecualikan 
berlakunya norma Pasal 5 huruf c UU 17/2022 “bagi Kabupaten 
Kepulauan Mentawai yang memiliki adat-istiadat, nilai falsafah, 
kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara 
adat, situs budaya dan kearifan lokal yang berbeda 
karakteristiknya dengan 11 kabupaten dan 7 kota dalam wilayah 
Provinsi Sumatera Barat”.  

  Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian 
kedudukan hukum para Pemohon di atas, telah ternyata para 
Pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik adanya 
hubungan sebab akibat (causal verband) perihal berlakunya 
ketentuan Pasal 5 huruf c UU 17/2022 yang dianggap telah 
merugikan hak konstitusional para Pemohon. Setidak-tidaknya, 
dalam batas penalaran yang wajar, para Pemohon tidak dapat 
menguraikan potensi anggapan kerugian hak konstitusional yang 
dialami dengan berlakunya norma Pasal 5 huruf c UU 17/2022 
yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi, para Pemohon 
dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya 
mengatasnamakan kepentingan Kabupaten Kepulauan Mentawai. 
Dalam kaitan ini, penting untuk ditegaskan sebagaimana pendirian 
Mahkamah dalam beberapa putusannya, di antaranya Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVIII/2020, yang diucapkan 
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 25 November 2020 
dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIX/2021, yang 
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 15 
Desember 2021, yang dapat mengajukan permohonan pengujian 
atas nama kepentingan pemerintahan daerah, in casu kepentingan 
Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang terdiri dari Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan 
Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu, karena negara 
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang 
[vide Pasal 18B ayat (2) UUD 1945] maka masyarakat hukum adat 
berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK dapat mengajukan 
diri sebagai pemohon sepanjang berkenaan dengan kepentingan 
masyarakat hukum adat dan kesatuan masyarakat hukum adat 
tersebut masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat 
dan prinsip negara kesatuan yang diatur dalam undang-undang. 
Berkenaan dengan permohonan a quo, Mahkamah tidak 
menemukan bukti bahwa para Pemohon adalah kesatuan 
masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud ketentuan a quo, 
melainkan hanya perorangan warga negara Indonesia yang 
concern terhadap adat-istiadat, pengelolaan dan pelestarian 
budaya yang menjadi ciri khas Mentawai. Oleh karena itu, terlepas 
dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang 
dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, para Pemohon 
bukanlah pihak yang relevan untuk mempersoalkan adanya 
kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 5 
huruf c UU 17/2022. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat 
para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan a quo. 

[3.7]  Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak 
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, 
maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 

 
7. KETUA: ANWAR USMAN 

 
4. KONKLUSI 

 Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, 
Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; 
[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 

permohonan a quo; 
[4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan seterusnya. 
 

5. AMAR PUTUSAN 
Mengadili: 

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima; 
 
 
 

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
sembilan  Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap 

KETUK PALU 1X 
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Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Daniel 
Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, dan Saldi 
Isra masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan, 
bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan 
dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari 
Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan November, tahun dua ribu dua 
puluh dua, selesai diucapkan pukul 15.12 WIB, oleh sembilan Hakim 
Konstitusi tersebut di atas, kecuali Aswanto diganti oleh M. Guntur 
Hamzah. Dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera 
Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan 
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. 

Selanjutnya, 
 

PUTUSAN 
Nomor 102/PUU-XX/2022 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 

 
[1.1]  Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang 
diajukan oleh: 
1.  Nama : Hendra Juanda  
selanjutnya disebut ----------------------------------------- Pemohon I; 
2, 3, 4 dianggap dibacakan. 
5.  Nama : Utep Ruspendi 
 selanjutnya disebut ----------------------------------- Pemohon V; 
Pemohon I sampai Pemohon V Selanjutnya disebut sebagai ----- 

para Pemohon; 
[1.2] Membaca permohonan para Pemohon; 
 Mendengar keterangan para Pemohon; 
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 

 
2. DUDUK PERKARA 

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. 
 

8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
Kewenangan Mahkamah 
[3.1]  Dianggap dibacakan. 
[3.2] Dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan 

a quo; 
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[3.3]  Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum 
(legal standing) dan pokok permohonan para Pemohon, terlebih 
dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai 
berikut:  
1. Bahwa pasal atau norma UU 6/2004 yang dimohonkan para 

Pemohon untuk diuji konstitusionalitasnya berjumlah 95 
(sembilan puluh lima) pasal yang dibagi ke dalam sebelas 
kelompok. Setelah dicermati secara saksama, dari semua pasal 
atau norma UU 6/2004 yang diuji konstitusionalitasnya, para 
Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan masing-
masing norma atau pasal tersebut dengan UUD 1945. Bahkan, 
sebagian besar pasal atau norma yang diuji konstitusionalitasnya 
hanya ditulis redaksional isinya tanpa disertai uraian apapun 
mengenai isi pasal tersebut. Terlebih lagi para Pemohon tidak 
menguraikan sama sekali pertentangannya dengan UUD 1945 
yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Hal demikian, 
mengakibatkan Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan pasti 
pertentangan semua pasal atau norma yang diuji dengan UUD 
1945; 

2. Bahwa selain masalah sebagaimana termaktub dalam angka 1 di 
atas, terdapat ketidaksesuaian antara posita (duduk perkara) 
dengan petitum. Hal demikian menurut Mahkamah, salah 
satunya, bermula dari uraian pada bagian posita yang tidak 
menguraikan secara jelas pertentangan masing-masing norma 
atau pasal tersebut dengan UUD 1945 sehingga hal yang 
diinginkan oleh para Pemohon dalam petitum pun menjadi tidak 
jelas; 

3. Bahwa salah satu bukti ketidakjelasan hal yang diinginkan para 
Pemohon dapat dibaca dari Petitum Nomor 2, yang dalam hal ini 
para Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan, 
“Bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 
1945”, namun para Pemohon tidak menyatakan secara spesifik 
norma atau pasal dan/atau ayat mana yang dinilai bertentangan 
dengan Pasal 18 dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dimaksud; 

4. Bahwa selain tidak menyatakan secara spesifik norma atau pasal 
dan/atau ayat mana yang dinilai bertentangan dengan Pasal 18 
dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dalam permohonan a quo 
para Pemohon juga menggunakan dasar pengujian Ketetapan 
MPR Nomor IV/MPR/2000 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 128/PUU-XIII/2015, yang menurut Mahkamah keduanya 
tidak tepat digunakan sebagai dasar pengujian pasal atau norma 
undang-undang;  

5. Bahwa dengan uraian sebagaimana dikemukakan pada angka 1, 
angka 2, angka 3, dan angka 4 di atas, secara umum 
penyusunan permohonan khususnya uraian pada posita dan 
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petitum tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara 
Pengujian Undang-Undang, antara lain para Pemohon tidak 
menyatakan adanya pertentangan antara pasal dan/atau ayat 
yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945. Padahal untuk 
dapatnya suatu pasal dan/atau ayat undang-undang dinyatakan 
“tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”, terlebih dahulu 
pasal dan/atau ayat tersebut harus terbukti dan dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945. 
Beberapa hal tersebut di atas mengakibatkan Mahkamah tidak 
dapat memahami apa sesungguhnya yang dimohonkan para 
Pemohon, dan karenanya Mahkamah menilai permohonan para 
Pemohon tidak jelas atau obscuur libel. 

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana 
diuraikan di atas, Mahkamah tidak dapat memeriksa dan/atau 
mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan 
para Pemohon. 

 
9. KETUA: ANWAR USMAN 

 
4. KONKLUSI 

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 
diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1]  Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2]  Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dan seterusnya.  

 
5. AMAR PUTUSAN 

Mengadili: 
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 

 
 
 

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap 
Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief 
Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Manahan M.P. 
Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal 
sepuluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, yang 
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum 
pada hari Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan November, tahun dua 
ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 15.18 WIB, oleh sembilan 
Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan tanpa dihadiri oleh Aswanto 
dihadiri … diganti oleh M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai 

KETUK PALU 1X 
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Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera 
Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat 
atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.  

Terakhir, 
 

PUTUSAN 
NOMOR 103/PUU-XX/2022 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, 

 
[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan 

terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
yang diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. 
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------- Pemohon;  

[1.2] Membaca permohonan Pemohon; 
 Mendengar keterangan Pemohon; 
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon.  

 
2. DUDUK PERKARA 

Dan seterusnya dianggap dibacakan. 
 
10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 
 

3. PERTIMBANGAN HUKUM 
Kewenangan Mahkamah 

[3.1] Dianggap dibacakan. 
[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah 

permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-
undang, in casu Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 57 ayat (1) dan 
ayat (2), serta Pasal 87 huruf b UU MK terhadap UUD 1945 maka 
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.  

 
Kedudukan Hukum Pemohon 

[3.3] Dianggap dibacakan. 
[3.4] Dianggap dibacakan. 
[3.5] Dianggap dibacakan, sampai 3.9  
  9. Bahwa Pemohon dengan demikian juga memiliki legal standing 

untuk menguji Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK demi 
mendapatkan kepastian hukum yang adil akan kekuatan mengikat 
dari Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK. Dengan 
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dikabulkannya perkara a quo, maka kredibilitas Pemohon yang 
berpandangan teguh bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan 
MK mengikat, tidak akan diragukan lagi oleh klien-klien Pemohon, 
maupun juga ketika menjadi Pembicara dalam forum-forum terkait; 
Berdasarkan uraian Pemohon dalam mengenai kedudukannya 
dianggap dibacakan   
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah 
berpendapat Pemohon telah menguraikan anggapan kerugian hak 
konstitusional secara spesifik dan aktual, serta potensial dan 
menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) 
antara berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan 
anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud. Dengan demikian, 
menurut Mahkamah Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk 
bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas 
norma Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), 
serta Pasal 87 huruf b UU MK; 

[3.6]  Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk 
bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka 
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan 
provisi dan pokok permohonan Pemohon; 

 
Dalam Provisi 
[3.7]  Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang 

pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon sangat urgent 
untuk diputus karena berkaitan dengan independensi Hakim 
Konstitusi karena berkaitan dengan tindakan Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) yang melakukan pergantian Hakim Konstitusi yang 
sedang menjabat dengan cara maupun prosedur di luar ketentuan 
Pasal 23 UU MK, sehingga perkara a quo perlu pemeriksaan sangat 
prioritas dan segera menyatakan untuk menangguhkan segala 
tindakan yang bertujuan mengganti Hakim Konstitusi. Terhadap 
alasan permohonan Provisi Pemohon tersebut, Mahkamah 
berpendapat perkara a quo telah diperiksa dan diputus secara 
cepat, namun Mahkamah tidak sependapat bahwa alasan untuk 
mempercepat tersebut adalah dikarenakan adanya kasus konkret 
yang berkaitan dengan pemberhentian hakim yang tidak sesuai 
dengan ketentuan dalam Pasal 23 UU MK. Di samping itu, pendirian 
Mahkamah selama ini berkenaan dengan putusan provisi adalah 
dikarenakan adanya kepentingan mendesak untuk menangguhkan 
berlakunya suatu norma agar tidak semakin berdampaknya norma 
tersebut apabila dibiarkan tetap berlaku. Oleh karena itu, 
permohonan Provisi Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak 
beralasan menurut hukum. 
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Dalam Pokok Permohonan 
[3.8]  Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma 

Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), serta 
Pasal 87 huruf b UU MK Pemohon mengemukakan argumentasi 
yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi 
Pemohon selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara): 
1. Dianggap dibacakan; 
2. Dianggap dibacakan; 
3. Dianggap dibacakan; 
4. Dianggap dibacakan; 
5. Dianggap dibacakan; 
6. Dianggap dibacakan; 
7. Dianggap dibacakan; 
8. Dianggap dibacakan; 
9. Dianggap dibacakan; 
10. Dianggap dibacakan; 
11. Dianggap dibacakan; 
12. Dianggap dibacakan. 

[3.9]  Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, 
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi 
tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 (selengkapnya dimuat 
dalam bagian Duduk Perkara); 

[3.10]Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka 
dengan bersandar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat 
tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar 
keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU 
MK dimaksud; 

[3.11]Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok 
permohonan mengenai konstitusionalitas norma yang 
dipermasalahkan oleh Pemohon, oleh karena terhadap norma yang 
dimohonkan pengujian telah diajukan permohonan pengujian 
sebelumnya maka Mahkamah terlebih dahulu akan 
mempertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhi kriteria 
sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata 
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), 
sehingga terhadap norma a quo dapat dimohonkan kembali. 
Pasal 60 UU MK menyatakan: 
(1) Dianggap dibacakan.  
(2) Dianggap dibacakan. 
Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: 
(1) Dianggap dibacakan.  
(2) Dianggap dibacakan. 
Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan 
ketentuan Pasal 87 huruf b UU MK pernah diajukan sebelumnya 
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dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
96/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka 
untuk umum pada 14 Januari 2021 dengan amar menyatakan pada 
pokoknya menolak permohonan Pemohon. Setelah dipelajari secara 
saksama, telah ternyata Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020 dasar 
pengujiannya adalah Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. 
Sementara itu, Pemohon a quo menggunakan dasar pengujiannya 
adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 
28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;  

  Selanjutnya, berkenaan dengan alasan konstitusional yang 
digunakan dalam Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020 adalah 
pembatasan syarat usia Hakim Konstitusi tanpa melakukan 
pemilihan ulang membatasi Pemohon mengikuti proses pemilihan 
hakim konstitusi serta suatu bentuk penyelundupan norma hukum 
secara samar dan terselubung. Sedangkan, alasan konstitusional 
dalam permohonan a quo adalah tidak dipatuhinya Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 yang telah 
menegaskan tidak adanya lagi periodisasi masa jabatan hakim yang 
ditafsirkan berbeda oleh lembaga negara yang mengajukan hakim 
konstitusi; 

  Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian 
maupun alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 
96/PUU-XVIII/2020 dengan dasar pengujian maupun alasan 
konstitusional permohonan a quo. Oleh karena itu, terlepas secara 
substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau 
tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 
ayat (2) PMK 2/2021, permohonan a quo dapat diajukan kembali; 

 
11. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA 
 

[3.12]Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan 
ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 
2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan 
mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. 

[3.13]Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama 
permohonan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, 
pada intinya permohonan a quo menguji konstitusionalitas norma 
Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), serta 
Pasal 87 huruf b UU MK yang menurut Pemohon bertentangan 
secara bersyarat sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum 
permohonan Pemohon dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), 
Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan 
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagaimana 
terurai pada Paragraf [3.8]. Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut 
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 
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[3.13.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai 
norma Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK yang pada 
pokoknya menjelaskan kewenangan Mahkamah untuk 
menguji undang-undang terhadap UUD 1945 apabila 
tidak dimaknai termasuk pengaduan konstitusional 
(constitutional complaint) bertentangan dengan Pasal 28I 
ayat (4) UUD 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon a 
quo penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu 
menegaskan bahwa terkait dengan persoalan pengaduan 
konstitusional, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 28/PUU-XVII/2019 yang diucapkan 
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 28 
November 2019, mempertimbangkan sebagai berikut. 
Dianggap dibacakan, halaman 44 dianggap dibacakan, 
45. 

 Mencermati pertimbangan hukum di atas, secara 
substansial, menurut Mahkamah pertimbangan hukum 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-
XVII/2019 telah menjawab secara komprehensif isu 
konstitusionalitas yang dipermasalahkan oleh Pemohon. 
Mahkamah dalam kedudukannya adalah sebagai penafsir 
konstitusi (interpreter of the constitution) dan sekaligus 
pelindung hak-hak konstitusional (guardian of 
constitutional rights) memiliki kewenangan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun 
demikian, Mahkamah pun menyadari, pengaduan 
konstitusional merupakan salah satu upaya yang dapat 
dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-
hak konstitusional warga negara. Dalam hal ini, 
pengaduan konstitusional merupakan suatu wadah bagi 
warga negara yang merasa hak konstitusionalnya atau 
hak yang diberikan oleh konstitusi dilanggar atau 
diabaikan dalam penyelenggaraan negara.  

 Sekalipun menyadari arti penting pengaduan 
konstitusional, politik hukum ketentuan judicial review di 
Indonesia pada dasarnya menganut dua lembaga secara 
terpisah yang berwenang menilai atau menguji peraturan 
perundang-undangan. Dalam hal ini, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi 
berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar. Sementara itu, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung 
berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang 
terhadap undang-undang. Ihwal pengaduan 
konstitusional sama sekali tidak diatur dalam UUD 1945. 
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Meskipun dalam praktik, sejumlah fakta menunjukkan, 
beberapa perkara pengujian undang-undang yang 
diajukan ke Mahkamah, secara substansi merupakan 
pengaduan konstitusional. Namun dikarenakan UUD 1945 
dan UU MK termasuk sejumlah undang-undang dalam 
rumpun kekuasaan kehakiman tidak mengatur perihal 
kewenangan untuk menyelesaikan perkara pengaduan 
konstitusional, Mahkamah menyatakan tidak berwenang 
untuk memeriksa permohonan-permohonan dimaksud 
(niet ontvankelijke verklaard). 

 Dengan telah adanya sejumlah putusan Mahkamah 
Konstitusi yang pada pokoknya telah berpendirian bahwa 
Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa 
permohonan pengaduan konstitusional, di satu sisi telah 
menyebabkan kekosongan hukum untuk memenuhi dan 
sekaligus menjawab kebutuhan dimaksud. Sementara di 
sisi lain, kebutuhan menyelesaikan perkara pengaduan 
konstitusional adalah sebuah keniscayaan dalam 
melindungi hak-hak konstitusional warga dan sekaligus 
sebagai salah satu wujud nyata pemenuhan prinsip 
negara hukum. Keniscayaan demikian tidak dapat 
dilepaskan dari ketentuan dan sekaligus amanah dari 
norma Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan 
bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh 
karena itu, diperlukan dasar hukum yang jelas dan tegas 
berkenaan dengan pengaduan konstitusional dimaksud.  

 Jikalau dibaca secara keseluruhan substansi permohonan 
perihal norma Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon 
menghendaki agar norma a quo juga dimaknai termaktub 
pengaduan konstitusional di dalamnya. Dalam batas 
penalaran yang wajar, jika dimaknai sebagaimana yang 
dikehendaki Pemohon tersebut, maka Mahkamah secara 
langsung akan menambah kewenangan Mahkamah. 
Berkenaan dengan hal tersebut, untuk saat ini Mahkamah 
berpendirian, menjadi lebih baik jika kewenangan 
pengaduan konstitusional dimaksud ditambahkan oleh 
pembentuk undang-undang dengan cara merevisi UU MK. 
Pilihan demikian menjadi masuk akal karena pengaduan 
konstitusional tidak hanya sekadar menambahkan 
kewenangan tetapi harus dipertimbangkan secara lebih 
komprehensif kemungkinan-kemungkinan 
konsekuensinya dalam desain besar penegakan hukum 
dan kekuasaan kehakiman. Pertimbangan demikian lebih 
mungkin dilakukan oleh pembentuk undang-undang 
dengan melibatkan partisipasi berbagai pihak yang 
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memiliki perhatian (concern) terhadap kekuasaan 
kehakiman.  

 Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut 
Mahkamah dalil Pemohon mengenai norma Pasal 10 ayat 
(1) huruf a UU MK yang pada intinya menghendaki 
wewenang Mahkamah untuk menguji undang-undang 
terhadap UUD 1945 termasuk dimaknai pengaduan 
konstitusional adalah tidak beralasan menurut hukum.  

[3.13.2] Bahwa Pemohon juga mendalilkan frasa “amar putusan” 
dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU MK 
inkonstitusional karena paradigma yang terbentuk saat ini 
pihak eksekutor hanya menjalankan apa yang ada dalam 
amar putusan tanpa memperhatikan pertimbangan 
putusan. Menurut Pemohon, pertimbangan hukum dalam 
judicial review memiliki kekuatan hukum mengikat yang 
sama dengan Amar Putusan untuk menjamin kepastian 
hukum dan perlindungan hukum yang adil. Terhadap 
permasalahan konstitusionalitas tersebut Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
1. Bahwa rumusan norma dalam Pasal 57 ayat (1) UU 

MK telah jelas dan tegas mengatur Putusan 
Mahkamah Konstitusi mengenai menyatakan 
inkonstitusionalnya pengujian materiil suatu undang-
undang terhadap UUD 1945, sedangkan Pasal 57 
ayat (2) UU MK adalah mengatur Putusan Mahkamah 
Konstitusi mengenai menyatakan inkonstitusionalnya 
pengujian formil suatu undang-undang. Dengan 
demikian, jika suatu undang-undang, baik materi 
muatan maupun pembentukannya, terbukti 
bertentangan dengan UUD 1945 maka guna 
menegakkan prinsip supremasi konstitusi yang 
dilaksanakan melalui pengadilan yang bebas dan 
merdeka, kepada Mahkamah Konstitusi diberi 
kewenangan untuk menyatakan undang-undang 
tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuataan hukum mengikat; 

2. Bahwa terkait dengan Putusan Mahkamah, 
berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU MK, Putusan 
Mahkamah Konstitusi harus memuat a. kepala 
putusan berbunyi; “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA”,  b. identitas pihak, c. 
ringkasan permohonan, d. pertimbangan terhadap 
fakta yang terungkap dalam persidangan, e. 
pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan, f. 
amar putusan; dan g. hari, tanggal putusan, nama 
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hakim konstitusi, dan panitera. Dengan demikian, 
dalam menentukan Amar Putusan yang bersifat final 
and binding (terakhir dan mengikat) dibutuhkan 
dasar putusan yang terletak dalam pertimbangan 
hukum. Selain itu, pertimbangan hukum tersebut 
dapat dianggap sebagai tafsir atau interpretasi hakim 
terhadap suatu perkara berdasarkan UUD 1945; 

3. Bahwa terdapat dua jenis pertimbangan hukum, 
pertama adalah ratio decidendi, yaitu pendapat 
hukum yang langsung berkaitan dengan kesimpulan 
dan amar sehingga tidak dapat dipisahkan dari amar 
putusan serta mempunyai kekuatan mengikat secara 
hukum dan kedua adalah obiter dictatum, yaitu 
pendapat hukum yang tidak berkenaan langsung 
dengan perkara maupun dengan amar putusan serta 
tidak mengikat. Oleh karenanya, jika dalam 
pertimbangan hukum telah ditemukan adanya 
persoalan konstitusionalitas norma maka akan 
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat.  

4. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di 
atas, menurut Mahkamah tidak ada permasalahan 
konstitusionalitas norma Pasal 57 ayat (1) dan ayat 
(2) UU MK yang dimohonkan pengujian oleh 
Pemohon serta tidak terdapat pula relevansinya dalil 
Pemohon dengan inkonstitusionalitas norma Pasal a 
quo. Oleh karenanya telah jelas apabila permohonan 
Pemohon a quo dikabulkan oleh Mahkamah, justru 
akan mengubah konstruksi norma UU MK karena 
berdampak pada norma lainnya. Dengan demikian, 
dalil Pemohon mengenai norma Pasal 57 ayat (1) dan 
ayat (2) UU MK adalah tidak beralasan menurut 
hukum 

[3.13.3] Bahwa selanjutnya Pemohon memohon kepada Mahkamah 
agar norma Pasal 87 huruf b UU MK dinyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan 
lain dari yang termaktub dalam pertimbangan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 Paragraf [3.22] hlm. 130, 
yakni Hakim Konstitusi yang sedang menjabat melanjutkan masa 
jabatannya tanpa mengenal periodisasi sehingga tidak dapat 
digantikan atau diberhentikan di luar dari ketentuan dalam Pasal 
23 Undang-Undang a quo. Berkenaan dengan permohonan 
tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 

 Secara normatif, Pasal 87 huruf b UU MK menyatakan, “Pada saat 
Undang-Undang ini mulai berlaku: b. Hakim konstitusi yang sedang 
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menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap 
memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri 
masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama 
keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun”. 
Dalam perkembangannya, norma Pasal 87 huruf b UU MK tersebut 
diajukan pengujian konstitusionalitasnya oleh beberapa Pemohon, 
di antaranya dalam Permohonan Nomor 96/PUU-XVIII/2020. 
Setelah melalui serangkaian persidangan, Mahkamah Konstitusi 
menolak permohonan berkenaan dengan norma Pasal 87 huruf b 
UU MK. Artinya, Mahkamah Konstitusi menyatakan norma Pasal 87 
huruf b UU MK adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945 
(konstitusional). Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi 
berkenaan dengan norma Pasal 87 huruf b UU MK dapat ditelisik 
dalam Paragraf [3.18] yang antara lain menyatakan:   

“…, Mahkamah dapat memahami bahwa keberadaan Pasal 87 huruf b UU 
7/2020 adalah sebagai norma “jembatan/penghubung” dalam 
rangka memberlakukan ketentuan Pasal 15 UU 7/2020 yang 
mengubah Pasal 15 UU 8/2011. Dapat juga dikatakan bahwa dari 
sisi penafsiran sistematis, Pasal 87 huruf b UU 7/2020 merupakan 
“jembatan” yang mentransformasikan konsep lama menjadi 
konsep baru. Anutan konsep lama adalah periodisasi jabatan 
hakim, sedangkan anutan konsep baru adalah non-periodisasi 
jabatan hakim”.  

   Berdasarkan pendapat tersebut, politik hukum pembentuk UU MK 
[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (UU 7/2020)] dari masa jabatan hakim yang mengenal 
periodisasi menjadi non-periodisasi jabatan hakim adalah sesuatu 
yang konstitusional. Politik hukum yang demikian sejalan dengan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, yang 
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 19 Juli 
2017, yang antara lain menyatakan independensi dan/atau 
kemerdekaan kekuasaan kehakiman antara lain ditentukan oleh 
proses seleksi (the manner of the appointment or the mode of 
appointing judges) dan masa jabatan (term of office or the tenure 
judges). Oleh karena itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 53/PUU-XIV/2016 ditegaskan lebih jauh bahwa masa 
jabatan (tenure of office) Hakim Konstitusi sebaiknya hanya satu 
periode dengan tenggat waktu lebih lama. Sebagaimana maksud 
dan substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-
XIV/2016, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian 
kekuasaan kehakiman, in casu Mahkamah Konstitusi, pembentuk 
UU MK menghapus rezim periodisasi, yaitu masa jabatan 5 (lima) 
tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan 
berikutnya.  
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 Dengan hapusnya rezim periodisasi yang pemberlakuannya 
terhadap hakim yang diangkat berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) 
dijembatani oleh norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yang telah 
dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 atau 
konstitusional, Mahkamah merasa perlu memberitahukan berupa 
konfirmasi kepada masing-masing lembaga pengusul. Dalam hal ini 
Mahkamah menyatakan: dianggap dibacakan. 

Kemudian, beberapa waktu setelah pengucapan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020, Mahkamah mengirim surat 
kepada lembaga pengusul (yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah 
Agung), dengan perihal “Pemberitahuan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020”, tertanggal 21 Juli 2022. 
Dalam surat Pemberitahuan dimaksud, sesuai dengan amar dan 
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
96/PUU-XVIII/2020, mengharuskan Mahkamah untuk 
melaksanakan tindakan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga 
yang mengusulkan dan mengajukan hakim konstitusi yang saat ini 
sedang menjabat. Konfirmasi dimaksud hanya mengandung arti 
bahwa hakim konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi 
menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa 
jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada 
masing-masing lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah 
Agung).  

Selain itu, untuk menghindari perdebatan dan kemungkinan adanya 
kekeliruan dalam memaknai perihal berakhirnya masa jabatan 
hakim konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 87 huruf b UU MK, 
dalam Surat Pemberitahuan dimaksud Mahkamah memberitahukan 
masa jabatan masing-masing hakim konstitusi berdasarkan UU 
24/2003 serta perubahan dan berakhirnya masa jabatan masing-
masing hakim konstitusi setelah tidak adanya periodisasi 
berdasarkan UU MK, yaitu sebagai berikut:  

Bagi Hakim Konstitusi yang diajukan DPR, yaitu: 
1. Arief Hidayat 
- berdasarkan UU 24/2003 menjabat mulai 1 April 2013 sampai dengan 

27 Maret 2023 
- berdasarkan UU 7 Tahun 2020 menjabat sampai dengan 03 Februari 

2026 
2. Aswanto 
- berdasarkan UU 24/2003 menjabat mulai 21 Maret 2014 sampai 

dengan 21 Maret 2024 
- berdasarkan UU 7 Tahun 2020 menjabat sampai dengan 21 Maret 

2029 
3. Wahiduddin Adams 
- berdasarkan UU 24/2003 menjabat mulai 21 Maret 2014 sampai 
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dengan 21 Maret 2024 
- berdasarkan UU 7 Tahun 2020 menjabat sampai dengan 17 Januari 

2024. 
Bagi Hakim Konstitusi yang diajukan Presiden, yaitu: 
1. Saldi lsra 
- berdasarkan UU 24/2003 menjabat mulai 11 April 2017 sampai 

dengan 11 April 2022 
- berdasarkan UU 7/2020 menjabat sampai dengan 11 April 2032 
2. Enny Nurbaningsih 
- berdasarkan UU 24/2003 menjabat 13 Agustus 2018 sampai dengan 

13 Agustus 2023 
- berdasarkan UU 7/2020 menjabat sampai dengan 27 Juni 2032 
3. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh 
- berdasarkan UU 24/2003 menjabat 7 Januari 2020 sampai dengan 7 

Januari 2025 
- berdasarkan UU 7/2020 menjabat sampai dengan 15 Desember 

2034. 
Bagi Hakim Konstitusi yang diajukan Mahkamah Agung, yaitu: 
1. Anwar Usman 
- berdasarkan UU 24/2003 menjabat mulai 6 April 2011 sampai dengan 

7 April 2021 
- berdasarkan UU 7/2020 menjabat sampai dengan 7 April 2026 
2. Suhartoyo 
- berdasarkan UU 24/2003 menjabat mulai 7 Januari 2015 sampai 

dengan 7 Januari 2025 
- berdasarkan UU 7/2020 menjabat sampai dengan 15 November 2029 
3. Manahan M.P. Sitompul 
- berdasarkan UU 24/2003 menjabat mulai 28 April 2015 sampai dengan 

8 Desember 2023 
- berdasarkan UU 7/2020 menjabat sampai dengan 8 Desember 2023. 
Sekalipun Mahkamah telah menjelaskan dan menegaskan berakhirnya 

masa jabatan masing-masing hakim konstitusi dimaksud, hal 
demikian tidak berarti hakim konstitusi tidak dapat diberhentikan 
sebelum berakhirnya masa jabatan, yaitu sebelum mencapai usia 
70 (tujuh puluh) tahun atau sebelum selama keseluruhan masa 
tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. Dalam hal ini 
pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatannya dapat 
dilakukan sesuai dengan ketentuan UU MK. Selain itu, 
sebagaimana diatur dalam UU MK, mulai dari UU 24/2003 sampai 
dengan UU 7/2020, pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan 
dengan keputusan presiden atas permintaan Ketua Mahkamah 
Konstitusi. Ke depan, pemberhentian hakim konstitusi sebelum 
habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: 
mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada 
ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara 
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terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat 
menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan 
dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan 
sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK. 
Seandainya terjadi alasan pemberhentian dalam masa jabatan 
tersebut, pemberhentian oleh Presiden baru dilakukan setelah 
adanya surat permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. 
Penegasan demikian perlu dinyatakan secara tegas karena proses 
penggantian hakim konstitusi oleh lembaga pengusul baru 
ditindaklanjuti setelah adanya keputusan presiden mengenai 
pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatan. 
Dalam batas penalaran yang wajar, adanya pengaturan yang jelas 
dan tegas mengenai kemungkinan memberhentikan seorang hakim 
konstitusi sebelum habis masa jabatan dimaksudkan untuk 
menjaga independensi dan sekaligus menjaga kemandirian serta 
kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Artinya, tindakan yang 
dilakukan di luar ketentuan norma Pasal 23 UU MK adalah tidak 
sejalan dengan UUD 1945. Hal demikian, selain potensial merusak 
dan menganggu independensi hakim konstitusi, tindakan di luar 
ketentuan tersebut juga merusak independensi atau kemandirian 
kekuasaan kehakiman sebagai benteng utama negara hukum 
sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat 
(1) UUD 1945. 

Apabila dikaitkan dengan dalil Pemohon, pertimbangan hukum tersebut di 
atas telah cukup untuk menjelaskan dan menegaskan keberadaan 
norma Pasal 87 huruf b UU MK dikaitkan dengan pertimbangan 
hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-
XVIII/2020. Pertimbangan hukum dimaksud, sebagaimana 
pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan lainnya, memiliki 
kekuatan mengikat sehingga Hakim Konstitusi yang sedang 
menjabat hanya dapat diberhentikan sebelum berakhir masa 
jabatannya sepanjang sesuai dengan norma dalam Pasal 23 UU 
MK. Dengan demikian, norma Pasal 87 huruf b UU MK tidak perlu 
dan tidak relevan dimaknai sebagaimana yang dimohonkan 
Pemohon. Selain telah ditegaskan dan dipertimbangkan dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020, 
memberikan penegasan langsung ke dalam norma Pasal 87 huruf b 
UU MK, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, dapat 
menggeser makna norma a quo sebagai norma peralihan yang 
bersifat einmalig. Oleh karena itu, dalil Pemohon adalah tidak 
beralasan menurut hukum.   

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menilai tidak 
terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai kepastian 
hukum yang adil dalam menegakkan kekuasaan kehakiman yang 
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merdeka sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat 
(1), Pasal 24C ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dalam Pasal 
10 ayat (1) huruf a, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 87 
huruf b UU MK, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon 
adalah tidak beralasan menurut hukum. 

[3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan 
lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 

 
12. KETUA: ANWAR USMAN 
 

4. KONKLUSI 
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 

diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 
[4.1]   Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 
[4.2]  Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 

permohonan a quo; 
[4.3]  Permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 
[4.4]  Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum 

untuk seluruhnya. 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan seterusnya. 
 

5. AMAR PUTUSAN 
Mengadili: 

Dalam Provisi: 
Menolak permohonan Provisi Pemohon. 
 
Dalam Pokok Permohonan: 
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
 
 
 

---------------------------------------------------------- 
6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) 

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat 
berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim 
Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo 
sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam 
pengujian norma Pasal 87 huruf b UU MK, sebagai berikut: 
1. Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi 

Manahan M.P. Sitompul 
Dipersilakan Yang Mulia Pak Manahan untuk membacakan. 

 
 
 

KETUK PALU 1X 
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13. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL 
 

Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah 
Konstitusi melakukan pengujian materiil atas norma Pasal 57 ayat (1) dan 
ayat (2) dan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 57 ayat (1): dianggap dibacakan. 
Pasal 57 ayat (2): dianggap dibacakan. 
Pasal 87 huruf b: dianggap dibacakan. 
Sebelum memasuki pokok permohonan Pemohon, Mahkamah harus 

terlebih dahulu memeriksa, apakah Pemohon memenuhi syarat legal 
standing (kedudukan hukum) di dalam perkara a quo.  

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendudukkan diri sebagai 
perseorangan warga negara yang memiliki profesi sebagai advokat dengan 
spesialisasi perkara di bidang tata negara, yang telah, sedang dan 
berencana memegang dan melakukan perkara uji materiil di Mahkamah 
Agung dan Mahkamah Konstitusi, baik sebagai Pemohon maupun 
kuasanya. Oleh karena itu, Pemohon beralasan bahwa memiliki 
kepentingan agar kekuasaan kehakiman harus independen dan merdeka. 

 Bahwa menurut Pemohon tindakan penggantian Hakim Konstitusi 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu tindakan yang menggerus 
independensi Mahkamah Konstitusi dan merupakan suatu bentuk 
pelanggaran hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan 
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 
sebagai tanggung jawab negara, yakni salah satunya melalui Mahkamah 
Konstitusi yang independen dan merdeka. 

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tindakan DPR dimaksud 
sejatinya sangat inkonstitusional, namun karena legal remedy terhadap 
tindakan tersebut melalui constitutional complaint belum tersedia, maka 
dengan tiadanya forum hukum dimaksud, Pemohon sangat mengalami 
kerugian konstitusional. Karenanya, Pemohon memiliki legal standing 
untuk menguji Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang a quo demi tercapainya 
perlindungan Hukum yang adil bagi Pemohon dengan adanya upaya 
hukum Constitutional Complaint sebagai kewenangan Mahkamah 
Konstitusi. 

Terhadap argumentasi kedudukan hukum (legal standing) Pemohon 
tersebut, kami mempertimbangkan sebagai berikut: 

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, 
Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya 
undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: 
a. Dianggap dibacakan. 
b. Dianggap dibacakan. 
c. Dianggap dibacakan. 
d. Dianggap dibacakan. 
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Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang 
terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan dua hal terlebih 
dahulu, yaitu: 
a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

51 ayat (1) UU MK; 
b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh 

UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang 
dimohonkan pengujian. 

Bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 
sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak 
Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan 
Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-
putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat 
yang harus dipenuhi, yaitu: 
a. Dianggap dibacakan. 
b. Dianggap dibacakan. 
c. Dianggap dibacakan. 
d. Dianggap dibacakan. 
e. Dianggap dibacakan. 

Akan tetapi, uraian atau argumentasi Pemohon tentang kedudukan 
hukumnya dalam menguji Pasal 87 huruf b ternyata tidak relevan dan 
tidak memiliki alasan hukum yang kuat, serta tidak memiliki relasi dengan 
tindakan DPR terkait penggantian Hakim Konstitusi, yang menurut 
Pemohon adalah tindakan inkonstitusional dan menggerus independensi 
Mahkamah Konstitusi. Lagi pula tindakan DPR yang dimaksud oleh 
Pemohon merupakan respon dari surat Mahkamah Konstitusi bertanggal 
21 Juli 2022 perihal pemberitahuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
96/PUU-XVIII/2020, yang salah satu pertimbangan hukumnya, berbunyi 
sebagai berikut: dianggap dibacakan. 

Bahwa munculnya istilah konfirmasi dalam pertimbangan tersebut 
berawal pada saat rapat permusyawaratan hakim yang menghendaki 
adanya mandat baru dari lembaga pengusul, setidak-tidaknya bagi hakim 
yang belum memenuhi syarat usia minimal yaitu 55 (lima puluh lima 
tahun). Namun dalam pertimbangannya, konfirmasi dimaksud akhirnya 
dilakukan kepada semua hakim konstitusi kepada masing-masing lembaga 
pengusul.  

Makna dari kata konfirmasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah: “penegasan, pengesahan, pembenaran”. Artinya, segala sesuatu 
tindakan yang dilakukan, harus dikembalikan kepada pemilik hak, yang 
memiliki otoritas untuk memberikan penegasan, pengesahan, pembenaran 
atas suatu tindakan yang dilakukan. Begitu pula halnya di dalam bahasa 
latin yang dikenal dengan istilah, “confirmare nemo potest prius quam jus 
el acciderit”, yang memiliki makna sejalan dengan kata konfirmasi di 
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahwa frasa “tindakan hukum” 
dalam pertimbangan hukum putusan a quo yang ditindaklanjuti dengan 
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surat konfirmasi MK kepada 3 (tiga) lembaga pengusul, berarti diperlukan 
tindakan lembaga pengusul sesuai penafsiran masing-masing lembaga 
tersebut. 

Berkaitan dengan pengujian Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (2), 
kami sependapat dengan mayoritas hakim bahwa Pemohon memiliki legal 
standing atau kedudukan hukum. Akan tetapi terkait pengujian Pasal 87 
huruf b UU 7/2020, bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat menunjukan 
adanya letak kerugian konstitusional yang dideritanya. Lagi pula, Pemohon 
belum memenuhi syarat untuk menjadi calon Hakim Konstitusi 
sebagaimana disyaratkan Pasal 15 UU MK. Seperti syarat usia calon Hakim 
Konstitusi paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun dan berijazah doktor, 
serta syarat lainnya.  Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
96/PUU-XVIII/2020 berkaitan dengan Pasal 87 huruf b UU MK, telah 
dinyatakan konstitusional.  

Oleh karena itu, Pemohon sendiri telah menyadari bahwa tindakan 
lembaga negara, yang menurut Pemohon inkonstitusional bukan 
merupakan objek di dalam kewenangan MK sebagaimana diatur dalam 
Pasal 10 ayat (1) UU MK, sehingga menurut Pemohon seharusnya tersedia 
legal remedy berupa constitutional complaint untuk menguji tindakan 
hukum lembaga negara tersebut. Dengan argumentasi demikian, Pemohon 
sesungguhnya menyadari tentang ketiadaan kedudukan hukumnya di 
dalam perkara a quo, bahkan sesungguhnya dengan argumentasi 
Pemohon tersebut, perkara yang diajukan oleh Pemohon bukanlah 
menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena sudah menyangkut 
kasus konkrit. Terlepas dari pertimbangan tersebut, namun oleh karena 
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam 
pengujian Pasal 87 huruf b UU MK, maka permohonan Pemohon harus 
dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 

 
14. KETUA: ANWAR USMAN 
 

Selanjutnya pendapat Hakim Konstitusi Suhartoyo, dianggap 
dibacakan. 

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan 
Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, 
Aswanto,  Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Enny 
Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing 
sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan 
November, tahun dua ribu dua puluh dua yang diucapkan dalam 
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, 
tanggal dua puluh tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh 
dua, selesai diucapkan pukul 16.03 WIB, oleh sembilan Hakim 
Konstitusi yaitu  delapan hakim konstitusi tersebut di atas, ditambah oleh 
M. Guntur Hamzah, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah 
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan 
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Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili serta tanpa 
dihadiri oleh Pemohon. 

Pengucapan putusan telah selesai, kemudian salinan putusan 
akan dikirim melalui e-mail kepada Para Pihak setelah sidang 
pengucapan putusan selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah 
sidang ditutup. 

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. 
 
 
 

 
 
Jakarta, 23 November 2022 
Panitera, 

      
                ttd.            

      
 Muhidin 
 NIP. 19610818 198302 1 001 

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.04 WIB 
.24 WIB 
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